=
A
Kementerian PPN/
m Bappenas
- P

LAPORAN AKHIR

Koordinasi Pendanaan Pelaksanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Dalam The Indonesia Disaster Fund (IDF)

DIREKTORAT DAERAH TERTINGGAL, TRANSMIGRASI, DAN PERDESAAN
2016



KATA PENGANTAR

Laporan Akhir Koordinasi Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
dalam The Indonesia Disaster Fund (IDF) disusun dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban atas pelaksanaan  Program/Kegiatan @ Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan, sesuai dengan Peraturan Menteri N gara PPN/Kepala Bappenas
No. 1/M.PPN/2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan Pemantauan
dan Evaluasi Kegiatandan Anggaran.

PelaksanaanKoordinasi Koordinasi Strategis Hibah Luar Negeri Untuk Penaggulangan
Bencana dalam T7he I/ndonesia Disaster Fund (IDF) ini dimaksudkan untuk terciptanya
koordinasi yang baik antara pemerintah dengan mitra pembangunan dalam menghadapi
bencana, terlaksananya penetapan prioritas, dan adanya evaluasi. Hasil-hasil yang telah
dicapai dalam penerapan proses perencanaan, koordinasi dan pehksanaan program, akan
dilihat, serta permasalahan dan kendala apa saja yang dihadapi untuk kemudian diupayakan
pemberian saran sebagaiperbaikan proses perencanaan dan pelaksanaan progran/kegiatan
pada tahun yang akan datang.

Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi dalam 7he I/ndonesia Disaster Fund (IDF) tahun 2016 ini masih terdapat
kekurangan sehingga belum sempurna, oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan
kritiknya sebagai penyempurnaan dalam pelaksanaan pemantauan perencanaan dan
program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal dan perbat asan pada tahun berikutnya.

Jakarta, Desember 2016

Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan

At

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA. Ph.D
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFFDR) merupakan
fasilitas pendanaan yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia bersamasama dengan mitra
pembangunan. Tujuan pembentukan fasilitasi ini adalah untuk mendukung penguatan
kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya dalam pemulihan pasca
bencana. Pembentukan merupakan embrio dari pengalaman Indonesia dalam pendanaan
pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004 dan pasca bencana gempa
bumi di yang melanda di Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006. Melalui fasilitas
pendanaan Multi Donor Fund AcefrNias (MDFAN) memberikan kontribusi yang besar dalam
pemulihan Aceh-Nias dan Java Reconstruction Fund (JRFjuga turut membantu pemerintah
Indonesia dalam memulihkan pasca bencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah

serta pasca benana tsunami di Pangandaran, Jawa Barat, tahun 2006-2011.

Berawal dari kejadian bencana gempa bumi yang melanda Provinsi Sumatera Barat
pada 30 September 2009, menjadi gagasan awal pembentukan fasilitas pendanaan sebagai
upaya untuk menghimpun dukungan internasional untuk pemulihan adalah bencana gempa
bumi di Sumatera Barat pada 30 September 2009. Namun, tidak hanya fokus pada
pemulihan di Sumatera Barat, namun secara nasional sesuai dengan status bencana dan

kebutuhan pemerintah terhadap bantuan internasional.

Secara resmi dibentuk pada November 2009, dengan penandatangan Memorandum of
Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia bersama United Nations dan World
Bank beroperasi dengan menggunakan sistem dua window yang masing-masing akan
dikelola oleh Bank Dunia sebagai wali amanah (frustee) dan UNDP mewakili PBB sebagai
administratif agent. Pemanfaatan dua windows dimaksudkan untuk mengoptimalkan
keahlian dan pengalaman serta jejaring yang dimiliki oleh PBB dan Bank Dunia. Selain itu,
dua window ini digunakan untuk mengakomodasikan sistem pengadministrasian dana yang

berbeda-beda agar dapat dilakukan secara sinergis dan saling memperkuat.

merupakan fasilitas pendanaan yang bertujuan untuk memobilisasi dana dan
mengkoordinasikan bantuan internasional dalam rangka mendukung dan melengkapi upaya

Pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai UU No. 24
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Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berperan dalam mengisi gap (gap filler)
dan menjadi katalisator sehingga kualitas penanggulangan bencana dapat terus meningkat

dengan memanfaatkan jejaring, keahlian dan pengalaman mitra internasional.

Pada akhir tahun 2010 secara resmi diaktifkan sebagai respon untuk pasa bencana
gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai pada Oktober 2010 dan erupsi Gunung
Merapi November 2010. Sejak resmi diaktifkan, pemerintah New Zealand merupakan
negara kontributor pertama yang memberikan bantuan untuk proses pemulihan di Mentawai
dan Merapi sebesar NZD 6,5 juta yang diberikan secara bertahap, yakni NZD 4 juta pada
bulan Juli 2011 dan NZD 2,5 juta Juli 2012 dan telah disalurkan melalui World Bank Window
sebesar NZD 2,5 juta dan Window UN sebesar NZD 4 juta dan pemanfaatannya telah
ditindaklanjuti dengan penandatanganan Programme Document Mentawar Islands Livelihood
Recoverydan Merapi Volcano Eruption Livelihood Recoverypada tanggal 31 Januari 2012.
Sesuai programme document (prodoc) yang telah di tandangani oleh Ketua Steering
Camnmittee, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB selakuVational Lead Agencydan UN
Resident Coordinator pelaksanaan kegiatan UNJP Mentawai dan Merapi dilaksanakan pada
Februari 2012 s.d Februari 2013. Dukungan untuk pemulihan Mentawai didukung oleh FAO,
UNDP, dan ILO. Sedangkan pemulihan wilayah Merapi didukung oleh UNDP, IOM dan FAO.
Seiring dengan dinamika pelaksanaan dilapangan, pelaksanaan UNJP Mentawai dan UNJP
Merapi telah mengalami beberapa kali perpanjangan baik no-cost extension maupun dengan
perpanjangan dengan tambahan pendanaan (fop-up funding). Hal ini dilakukan untuk
mencapai target yang direncanakan dan memenuhi kebutuhan sesuai perkembangan
dilapangan dan tentunya yang disesuaikan dengan ketersediaan alokasi dana serta
penyelesaian laporan akhir UNJP Mentawai dan UNJP Merapi baik dari sisi substansi maupun
adminitrasi termasuk penyelesaian pelaporan asset. Dengan berakhirnya dukungan IDF
untuk pemulihan pasca bencana di Mentawai dan Merapi pada 31 Desember 2014, IDF
sebagai fasilitas pendanaan diharapkan dapat terus meningkatkan perannya sebagai katalis
dan gap filler dalam memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.
Seiring dengan banyaknya kejadian bencana yang melanda berbagai wilayah di Indonesia
pada tahun 2014, diantaranya bencana banjir bandang di Kota Manado dan sekitarnya,
erupsi Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur serta erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten
Karo, Provinsi Sumatera Utara dan adanya kebutuhan segera untuk dapat memulihkan
kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak di wilayah terdampak tersebut,
Pemerintah New Zealand melalui IDF memberikan tambahan kontribusi pendanaan sebesar

NZD 4,1 juta (USD 3,5 juta) untuk mendukung upaya penanggulangan bencana di daerah
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tersebut yang telah disetujui oleh Tim Pengarah IDF pada pertemuan Tim Pengarah tanggal
13 Mei 2014. Hingga tahun 2015, total kontribusi Pemerintah New Zealandmelalui IDF telah
mencapai NZD 10,6 juta (eq. USD 8,5 juta) yang disalurkan melalui window United Nations
sebesar NZD 6 juta (USD 4,8 juta) dan window Bank Dunia sebesar NZD 4,6 juta (USD 3,7
juta).

Sesuai dengan dokumen program UNJP Sinabung dan UNJP Kelud yang telah
ditandatangani pada Desember 2014, masa pelaksanaan kegiatan kedua UNJP Sinabung dan
UNJP Kelud masih tetap berlangsung hingga pada tahun 2016 melalui window UN.
Sementara pelaksanaan window Bank Dunia masih terkendala dengan proses
penandatanganan Grant Agreement yang baru ditandatangani pada Mei 2016. Kegiatan IDF
baik melalui window UN dan window Bank Dunia difokuskan untuk mendukung pemulihan
pasca bencana di Manado, Sinabung dan Kelud serta penyelesaian laporan serah terima
asset kegiatan UNJP Mentawai dan Merapi Selain itu, Sekretariat IDF juga melakukan
fasilitasi pembahasan dan penandatanganan perpanjangan program document (prodoc)
UNJP Sinabung dan UNJP Kelud.

Pada awal tahun 2016, pelaksanaan IDF untuk mendukung pemulihan di wilayah
pasca bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan
erupsi Gunung Kelud di Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar di
Provinsi Jawa Timur telah dimulai dengan ditandatanganinya Programme Document
(Prodoc) Mt. Sinabung Recovery Support Programme(SIRESUP)dan Support to Mt. Kelud
PostEruption Recoverypada November 2014. Sehingga dukungan IDF untuk pemulihan di
wilayah pasca bencana tersebut telah mulai efektif berjalan pada awal 2015. Selain itu,
dukungan IDF untuk dalam penguatan penanggulangan bencana di Indonesia, telah mulai
berjalan dengan ditandatanganinya dukungan untuk non-pemulihan (non-recovery
intervention) Programme Document Enhancing the National Recovey Framework:
Strengthening the Recovery Governance, yang telah efektif pada tanggal 1 May 2015
sampai dengan 30 April 2016.

Struktur Kelembagaaan IDF, Ruang Lihgkup sesuai dengan mandat UU No. 24 tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, dan penyederhanaan prosesproses pelaksanaan dalam
penyelenggaraan  termasuk mekanisme pelaksanaan dan pengusulan kegiatan dan

monitoring dan evaluasi.
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Gambar 11: Struktur Kelembagaan IDF
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1.2. Tujuan dan Manfaat

Secara umum pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi bertwjoark mendukung tersusunnya
langkahklangkah penting dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tertimpa
bencana dan juga untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah dan mitra pembangunan dalam

menghadapi bencanaelalui :

1 Melaksanakan koomndasi upayaipaya peningkatan kerjasama antara pemerintah dan mitra

pembangunan dalam menghadapi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana.

1 Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan skema dukungan pendanaan dari
negaralembaga donor melalui mekané yang cepat dimobilisasi, fleksibel, transparan dan

akuntabel bersamaama dengan kementerid@mbaga terkait;

1 Melaksanakan koordinasi perencanaan, fasilitasi dan pemantauan skema pendanaan dan

pengelolaan bantuan bencana di lokasi kejadian bencanaadan pencana.
1 Melaksanakan koordinasi antar kegiatan untuk pemanfaatan dana yang efektif dan efisien.

1 Melaksanakan penetapan prioritas dan kebijakan serta asthategis bagi pemanfaatan dana
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1 Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaampetigawasan terhadap porto folio
Sementara itu manfaddenefit yang didapat dari hasil Koordinasi adalah:

(1) Terpenuhinyabentuk skema pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana yang berdayaguna,

berhasilguna dan dapat dipertanggungjawabkan

(2) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan bantuan bencana antara

pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan dan donor internasional,

(3) Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya

pengelolaan bantuan bencagang sistematis dan terintegrasi.

Dampakyang didapat adalah meningkatkan koordinasi dan kemampuan pemangku kepentingan di
dalam upayaipaya mencapai bentuk pendanaan dan pengelolaantuba bencana yang

berdayaguna, berhasilguna dan dapat dipertanggung  jawabkan.
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BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Adapun lingkup kegiatan Koordinasi Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi dalam The Indonesia Disaster Fund (IDF), secara substansi kegiatan
dikelompokkan ke dalam penetapan kebijakan, pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh IDF.

Sementara itu dalam pelaksanaan koordinasi dalam rangka perencanaan, pemantauan,
pengawasan dan evaluasi kegiatan yang didanai oleh IDF, maka lingkup kegiatan yang akan

dilaksanakan melalui sekretariat adalah:

a. Membantu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam hal mengkoordinasikan dan
mengkonsolidasikan tugastugas dan kewenangan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana
IDF;

b. Mendukung dan membantu Tim Pelaksana dalam mengkoordinasikan perumusan

kebijakan strategis pemanfaatan dana IDF;

c. Mendukung dan membantu Tim Pelaksana dalam menyusun masukan isu strategis,

prioritas dan kebijakan strategis kepada Tim Pengarah;

d. Mendukung dan membantu Tim Pelaksana dalam melakukan evaluasi terhadap proyek
kegiatan yang diusulkan kepada IDF sebelum dimintakan persetujuan kepada Tim

Pengarah;

e. Mendukung dan membantu Tim Pelaksana dalam melakukan evaluasi terhadap laporan

pelaksanaan proyek kegiatan yang memanfaatkan dana IDF;

f.  Mendukung dan membantu Tim Pelaksana dalam menyusun Petunjuk Operasioal

sesuai kebijakan penanggulangan bencana;

g. Mendukung dan membantu Tim Pelaksana dalam pelaksanaan koordinasi dengan

Trustee, Administrative Agent dan Implementing Agency dalam pelaksanaan IDF;

h. Mendukung dan membantu Tim Pelaksana dalam menyusun kerangkapemantauan dan

evaluasi pelaksanaan proyekkegiatan yang memanfaatkan dana IDF;
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2.2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalant/e
Indonesia Disaster Fund (IDF) dilaksanakan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Penanggungjawab adalah Deputi Bidang Pengembangan Regional; Ketua Tim Koordinasi
adalah Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan (d/h Kawasan Khusus dan
Daerah Tertinggal); Wakil Ketua adalah Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral yang
dibantu oleh anggota dari Kementerian/Lembaga terkait dan tenaga pendukung yang

berjumlah 14 (empat belas) orang.

Ketua Tim Koordinasi bertugas untuk mengatur dan mengendalikan bidang secara
keseluruhan dan melaporkan kepada tim teknis. Ketua Sekretariat Tim Koordinasi juga
bertanggungjawab memimpin dan memonitor serta mengarahkan secara substantif pada
laporan dan pertemuan-pertemuan yang diadakan serta melaksanakan kegiatan penyusunan
rencana, koordinasi, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pendanaan dan pengelolaan
bantuan bencana, serta penyusunan laporan hasil koordinasi pelaksanaan sekretariat, baik

secara substansi maupun dari segi keuangannya

Sedangkan anggota tim pelaksana dan Sekretariat kegiatan koordinasi strategis IDF,
bertanggungawab atas pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan

laporan akhir final atas pelaksanaannya.

2.3. Keluaran Yang Diharapkan

Keluaran yang diharapkan, yang akan disusun oleh Tim Pelaksana KoordinasiPendanaan
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam7he /ndonesia Disaster Fund (IDF), adalah

sebagai berikut :

1. Terlaksananya rapatrapat koordinasi, dan lokakarya konsinyering skema pendanaan
dan pengelolaan bantuan bencana yang efektif dan efisien;

2. Terlaksananya penyusunan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh
IDF.

3. Tersusunnya laporan pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
pada pelaksaraan kegiatan yang didanai oleh IDF.

4. Tersusunnya laporan akhir pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pendanaan Pelaksanaan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam 7he Indonesia Disaster Fund (IDF).
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BAB Il
HASIL PELAKSANAAN KOORDINASI PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA
(INDONESIA DISASTER FUNDIDF)

3.1. Koordinasi dan Penguatan Sekretariat IDF

Sekretariat IDF mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai supporting
system dalam pengambilan keputusan oleh Tim Teknis dan Tim Pengarah, termasuk
melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, 7rustee, Administrative Agent, mitra
pembangunan, lembaga pelaksana dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kapasitas
Sekretariat perlu ditingkatkan dengan melengkapi dirinya dengan kemampuan analisis dan
data yang memadai. Sekretariat harus mampu dan diberikan kewenangan untuk
melaksanakan policy analysis pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan agar dapat
memberikan masukan kebijakan kepada Tim Teknis dan Tim Pengarah. Organrorgan
Sekretariat harus lengkap sesuai dengan kebutuhan, dengan mekanisme kerja yang dapat

menjamin pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan lebih sistematis.

Penguatan IDF sebagai catalytic support dan gap filler dalam mendukung Pemerintah
untuk penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai konsekuensi
adanya hubungan koordinasi yang kuat dengan pelaksanaan program yang terkait dengan
upaya penanggulangan bencana yang dibiayai oleh rupiah murni Oleh karena itu,
diperlukan adanya arahan-arahan kebijakan yang lebih kontinu dari BNPB dan pemerintah
daerah (BPBD) agar pelaksanaan kegiatan yang dibiayai IDF bisa selalu sejalan dengan
arahan kebijakan penanggulangan bencana nasional baik dalam tahap prabencana maupun
pascabencana Berkaitan dengan hal ini diperlukan adanya penguatan koordinasi
pelaksanaan antara kegiatan yang dibiayai IDF dengan proses monitoring dan evaluasi

pelaksanaan penanggulangan bencana.

Agar IDF dapat bergerak secara dinamis ®suai dengan kebutuhan dan kondisi, perlu
juga didukung dengan adanya SOP yang lebih sederhana dan fleksibel agar prosesproses
yang dilakukan tidak membutuhkan waktu yang lama. Sistem perencanaan dan penilaian
usulan kegiatan perlu lebih disederhanakan, monev perlu dilakukan dengan lebih sistematis
dan menghubungkan antara monev kebencanaan dan monev PHLN. Kelembagaan IDF juga

perlu ditataulang agar lebih fleksibel.

Mekanisme koordinasi dengan mitra pembangunan, administrative agent dan trustee juga

perlu untuk mendapatkan perhatian agar terjalin koordinasi yang lebih kuat. Dalam rangka
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peningkatan koordinasi dan penguatan Sekretariat IDF dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya, telah dilakukan kegiatan seperti:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pertemuan koordinasi rutin internal sekretariat dilaksanakan minimum satu kali dalam
satu bulan dengan dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan Wakil Kepala Sekretariat.

Pertemuan koordinasi tambahan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan
arahan Kepala Sekretariat.

Koordinasi rmtin internal untuk membahas progress pelaksanaan program kerja
Sekretariat IDF, termasuk membahas permasalahan yang dihadapi dan solusi
pemecahannya.

Koordinasi rutin dengan kementerian lembaga, mitra pembangunan, 7rustee,
Administrative Agent, lembaga pelaksana dan pemerintah daerah.

Melaporkan hasil pertemuan koordinasi internal dilaporkan kepada Ketua Tim Teknis
untuk ditindaklanjuti.

Penyusunan rencana kerja Sekretariat IDF.

Pada tahun 2016, beberapa kegiatan rapat koordinasi dan penguatan Sekretariat yang

dilakukan adalah:

Tabel 31: AgendaKegiatarSekretariat IDF

Agenda Tujuan Pertemuan

8 Januari 2016 1 Menindaklanjuti hasil Pertemuan Tim Pengarah yang telah dilaksa

pada tanggal 4 Desember 2015 yang lalu, melakugédateterhadap
progresspelaksanaan IDF di bawsfindowUN dan Bank Dunia, ser
menyepakati rencana kerja Sekretariat IDF

26 Januari 2016 Pertemuan bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan keg

Indonesia Disaster FuritbF) yang disalurkan melaWindow Bank
Dunia untuk mendukung pemulihan pascabencana erupsi Gt
Sinabung di Kab. Karo dan pemulihan pascabencana banijir banc
Kota Manado.

29 Januari 2016  § Tindak lanjut persiapan kegiatan pemulihan Sinabung dan Me

sesuai kesepakatan rapganggal 26 dan 28 Januari 2016 di BNPB
1 Persiapan kegiatan penguatan kebijakan penanggulangan be
melaluiwindowBank Dunia

11 Februari 2016 § Penyelesaian lapordaporam IDF yang masibending Antara lain

adalah laporan berita acara serah terima (BAS3¢tkegiatan yanc
didanai oleh IDF melalwindow UN di Mentawai, Merapi, Sinabul
dan Kelud.

1 Identifikasi sisa dana dukungawonrecovery interventiorpada UN
window dan penyusunan rencanarie secretariat IDF sesuai deng
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Agenda Tujuan Pertemuan

ketersediaan dana tersebut.

22 Februari 2016 § Penyelesaian laporan BAST IMDRFyang dilaksanakan melalui
Joint ProgramméJentawai Livelihood Recovel®rogrammedan Mt.
MerapiEruption Livelihoods RecovBrggrammse

3-5 Maret 2016 1 RapatProject Board MeetingNJP Kelud di Malang, Jawa Timur

23 Maret 2016 1 Pembahasan Drafjrant agreement Replication amdainstreaming of
REKOMPAK Cémmunitybased Settlement Rehabilitation anc
ReconstructionProject

11¢13 Mei 2016 § Project Board MeetingUNJP Sinabung di Kabupaten Karo
Kunjungan Lapangan ke Lokasi Pelaksanaan Kegiatan UNJP Sina

22 Juli 2016 1 Rapat Koordinasi Pembahasan tindak lanjut pendampingan ke
relokasi mandiri pascabencana erupsi G. Sinabung di#iab.
27 Juli 2016 1 Rapat Sekretariat IDF tentang Pembahasan Isu Pelaksanaan

Sinabung dan Kelud
2526 Agustus 201¢  Rapat Sekretariat IDF tentang Pembahasan Isu Pelaksanaan
Sinabung dan Kelud di Bandung
1516 September  Pembahasan Persiapan Rapat Tim Teknis ID® dikshopTata Kelole
2016 dan Pendanaan Penanggulangan Bencana
20 September 201¢ § WorkshogKajian Tata Kelola dan Pendanaan Penanggulangan Ber
11-14 Oktober 1 Pembahasan persiapan keikutsertaan IDF ddaman PRB di Koi
2016 Manado 1114 Oktober 2016
17 Oktober 2016  § Persiapan DondCoordination MeetingDF
28 Oktober 2016  Pembahasan Amandemen Perjanjian Hibah Kegiatan Replika:
MainstreamingREKOMPAK

Selain kegiatan diatas, Sekretariat juga melakp&semuanpertemuan internal dan eksternal

dalam rangka:

1. Persiapan pelaksanaan rapapat Tim Teknis dan Tim Pengarah IDF tahué 201

2. Koordinasi mekanisme pelaporan dan pengadministrasian hibah dengan BNPB dan Kementerian
Keuangan.

3. Pembahasan usulan perpgangan No-cost extensionpelaksanaan UNJP Sinabung dan Kelud.
3.2. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan IDF

Dalam pelaksanaannya IDF terus menekankan untuk membangun dan memperkuat sinergi
antara kegiatafkegiatan yang baik yang dilakukan melaliidow UN danwindow Bank Dunia
maupun dengan prograrkRegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan
pengalaman di Mentawai dan Merapi, sinergi antar kegiatan yang dilaksanakan oleh UN dengan
kegiatan yang dilakukan oleh Bank Dunia merupaksmbelajaran yang perlu diperkuat dalam
kerangka dukungan penguatan penanggulangan bencana di Indonesia, walaupun hal tersebut tidak

mudah dilaksanakan. Dimana, masgimgsing lembaga mempunyai sistem dan prosedur yang
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UN Window

berbedabeda. Demikian halnya dengarkdis dan arahan kebijakan masmgsing dalam melakukan

operasi kerjasamanya di Indonesia.

Hal berikutnya adalah menciptakan koordinasi dan hubungan kerja dengan mitra
pembangunan, pemerintah daerah agar program yang sudah dibangun dapat melembaga dan
berkesinambungan. Mekanisme koordinasi dan kerja antara UNJP, Rekompak dan pemerintah daerah
terkait perlu untuk terus diperkuat. Mekanisme koordinasi yang dilakukan perlu dari awal dibangun
agar perencanaan dan implementasi dari progprogram yang ada dapdtinternalisasi oleh setiap

SKPD terkaitMekanismekoordinasiterdiri dari Tim Teknis, pelaksana program, SKPD dan juga mitra
pembangunan dalam bentuRroject Board MeetindPBM) terkaitlainnya untuk memudahkan
koordinasidalam pencapaiahasithasil prgram serta menjaga sinergitas dengan program lainnya
Pertemuan rutin dilakukan untuk memantau perkembangan capaian pelaksanaan di kedua pasca

bencana tersebut.

Forum koordinasi sejak awal sudah dibangun dengan semua pihak, baik dalam perencanaan,

pelaksaaan maupun monitoring dan evaluasi pelaksanaan IDF dengan maksud untuk
mengoptimalkan hasil dan pencapaian sasaran. Berhubung alokasi pendanaan IDF tidak signifikan,
dukungan IDF harus tetap dapat menunjukkan perannya sebagai katalis dan gap fillemgang be

benar bermanfaat dan mendukung penguatan pemulihan pasca bencana.

Tabel 32: Pending IssudBF

1. Perpanjangan UNJ a. Prodoc UNJP Sinabung ak UNJP Sinabung NCE untuk

Sinabung dar berakhir pada 31 Agustt kegiatan FAO dah® untuk
Mekanisme 2016, masih terdapa pelaksanaan kegiatan yang
Perubahan Lead beberapa kegiatan yang belu belum selesaiofganic
Agency UNJP selesai. chickerdan manajemen
Sinabung dari UND b. Wacana perpanjangan kemb. peternakan ayam dan kopi)
ke FAO P_rodoc L_JNJP Sinabung tele Perubaharcoordinating

Sl oleh NN [ agencyakan dimasukkan

Rapat Sekretariat IDF dalam justifikasi.

Bappenas tgll 27 Juli 2016.

c. Usulan perpanjangan UN, Business Roadmagrkait
Sinabung (FAO dan IL kegiatan yang belum selese

dilakukan untuk penyelesaic

kegiatan yang belun

terlaksana, a.l:

- Organic
manajemen
ayam

- Menindaklanjuti dukungaui
pengolahan  kopi dal

Gicken dan
peternakal

pada NCE

Perlu disepakati sera
bersama antara Sekretariat
IDF, BNPB, dan UN untuk
NCE UNJP Sinabung hingg
bulan apa?
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Window Isu

Status
pemasaran melalu
kerjasama dengal
Sarbuck

Adanya permintaan da
pemda Kab. Karo untu

tetap mendukung
pemulihan di Sinabung.
Dukungan pertaniar

holtikultura  di  tingkat
rumah tangga

Kegiatan UNDP (selal
coordinating agencyJNJP
Sinabung) diperkiraka
akan selesai sesuai jadw
pada 31 Agustus 201
sehubungan dengan it
diperlukan perubahar
coordinating agencydari
UNDP kepada FAO.
pelaksanaan project
evaluation pada bulan
Desember 2016¢c Maret
2017
Penyusunanbusiness roac
map

pelaksanaan project
documentation
penyusunaresson learnec
dan technical assistanc
kepada pemerintat
daerah, penguatar
lembaga keuangan sebac
penopang bisnibisnis
mikro di Siosar.

2. Perpanjangan UNJ PrododUNJP Kelud akan berakhi
Kelud dan Project pada 31 Agustus 2016., masih

Board
Kelud

Meeting terdapat beberapa kegiatan yang
belum selesai.

Wacana perpanjangan kembali
PrododJNJP Kelud telah
disampaikan oleh UNRC pada
Rapat Sekretariat IDF di Bappen:
tgl 27 Juli 2016.

Usulan perpanjangan UNJP Kelu
(FAO) dilakukan untuk
penyelesaian kegiatan yang belul
terlaksana, a.l:

Follow up

Sesuai dengan hasil diskus
bersama BNPB, ada baikny
UNJP Sinabung dan Kelud
diperpanjang hingga
September 2016.

Perlu didiskusikanda
dengan UN mengen®#ork
Planperpanjangan UNJP
Kelud jika disepakati masa
perpanjangan hingga bulan
September 2016 saja.

Perlu disepakati secara
bersama antara Sekretariat
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Window Isu

3. Pelaporan
penyelesaian
administrasi

dar

a.

a.

Status

Kegiatan yandilaksanakan
oleh UNDP pada UNJP Keluc
telah diselesaikan pada bulan
Mei 2016.

Perpanjangan pertama Prodo
UNJP Kelud telah dilakukan s
Agustus 2016

Kegiatan yang dilaksanakan
oleh FAO baru sekitar -BD%.

FAO mengusulka
perpanjangan ro-cost
extensiof dalam  rangke

penyelesaian administrasi de
project evaluations.d Maret
2017.

Rencana NCE Kelud pros
penyelesaian administra
dilaksanakan pada bule
September 2016, semental
untuk kegiatan  project
evaluation akan dilaksanaka
pada bulan Desember 20X6
Maret 2017.

Pelaksanaan Project Boarc
Meeting ClosingUNJP Kelut
akan dijadwalkan pada tangc
30¢ 31 Agustus 2016.

Penyelesaian BAST  UN
Mentawai dan Merapi
Proses penyusunan lapor:
BAST telah lakukan oleh UN
dan BNPB, namun hingga s:i
ini  proses pengesahan
Kementerian Keuangan belu
dapat dilaksanakan karer
memerlukandokumenprodoc
UNJP Mentawai dan Mera
(yang masih aktif) sebag
dasar penyelesaian. Prod:
UNJP Mentawai dan Mera
telah  berakhir Desembe
2014.

UNRC akan menyampaikan
surat kepada DJPPR
Kementerian Keuangan c.q
Direktorat EAS untuk
perpanjangan regter UNJP
Mentawai sebagai dasar

Follow up

IDF, BNPB, dan UN untuk
NCE UNJP Kelud hingga
bulan apa?

Penyelesaian BAST UNJP
Mentawai, Merapi, Kelud,
dan Sinabung.

Laporan kwartal 11 2016
UNJP Sinabung dan Kelud
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Window Isu Status Follow up

penyelesaian BAST.

c. Penyelesaian BAST UNJP K
yang akan berakhir pac
Agustus 2016 dan UN.
Sinabung.

d. Laporan kwartal 1l 2016 untt
UNJP Sinabung dan Kel
belum disampaikan kepac
Sekretariat.

a. Saat ini proses revisi DIPA

World Bank 4. REKOMPAK Kementerian PUPR seda

Diperlukan kesepakatan

Window Sinabung ) . . ~ langkahlangkah mengigjap
gslrg;n dzr; dd;perlglé?tlé?]rgzﬁz pendanaan (kurang lebih
Agustus 2016. selqma 2 bulan) unj[uk
kegiatan pemdampingan
b. proses _Ielang _kons.ultar pembangunan huntap di
Gana 1DF bary. efedit akq Sinabung hingga dana IDF
dapat dilaksanakan  pac efektif dapat dilaksanakan
Oktober 2016, menginge fna;dnilaodzt:gt)er 2016
proses lelang membutuhka ’
waktu yang lama.
c. Anggaran yang dialokasik:
pada Dana Hibah da
Pemerintah  Pusat kepac
Pemda Karo untuk Kegin RR
TA 2015 pada Kkegiate
pendampingan hanya cukt
untuk 4 (empat) bulanyaitu
April¢ Juli 2016.
d. Kegiatan pendampingan d¢
pembangunan huntap aka
berlangsung sampai deng:
November 2016. Semental
Dana dukungan ID
diperkirakan baru akan efeki
dapat dilaksanakan Oktobe
2016.

Sekretariat 5. Pelaksanaan FG & Pelaksangan D BEm S2EE Kesepakatan pelaksanaan
Kajian Tata Kelol SE dllaksanakan. e FGD dan Sosialisasi Kajiar
Penanganan proc_joc el SRy PR Tata Kelola Penanganan
Pascabencana ds Pl 2005 2. : Pascabencana dan
Pendanaan o WNEE PTOdOC Enhar_wcmg\lRF_ Pendanaan Pemulihan
Pemulihan ek d|tandat§1nganp§1da Jut Pascabencana
Pascabencana 2016 dan diperpanjang s.

Agustus 2016.

c. Hingga saat ini belur
disepakati jadwal pelaksanai
FGD
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Window Isu Status Follow up

6. Review IDF & Belum dilaksanakan.
Strategi IDF 2014
2016.

a. Dana non-recovery
dialokasikan untuk strate(
penguatan dan keberlanjuta
IDF

b. Bahan sosialisai IDF unt
donor coordination sudah
dibuat

c. Hingga saat ini belur
disepakati jadwal pelaksanai
FGD terkait strategi penguate
dan keberlanjutan IDF

7. Strategi Penguatal
dan Keberlanjutar
IDF

Kesepakatan pelaksanaan
FGD dan Sosialisasi Kajiar
Tata Kelola Penanganan
Pascabencana dan
Pendanaan Pemulihan
Pascabencana

3.3.  Monitoringdan Evaluasi Pelaksanaan IDF

IDFberfungsi sebagai pengisi kesenjanggapfiller), katalisator dan komplemen program
Pemerintah dalam penangi@ngan bencana, khususnya dalam mendukung kebijakan pemerintah
dalampemulihan di Sinabung, Kelud dan Manado. Dalam melaksanakan perannyd,t&eggten
IDFdifokuskan untuknendukung pemulihan ekonomi dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah
pasca bencandi Sinabung dan Manado, sementara dukungan di Manado dilakukan pada bantuan
teknis penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam membangouahrtahan gempa, layak huni

dan sehat.

UN Joint Programm®inabung dengan lembaga pelaksana FAO, ILO dan UNDP gwopun
Program Kelud yang dilaksanakan oleh UNDP dan FAO, dalam melaksanakan kegiatan tetap
mengedepankan pendekatan programatik yang telah disepakati bersama dan terkoordinasi dalam
upaya mendukung kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan oletinfzgme
dalam proses pemulihan masyarakat yang terkena dampak bencana di wilayah sekitar Gunung
Sinabung, Gunung Kelud dan Manado. Program ini diharapkan dapat endéam Rencana Aksi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi RR) yang telah disusuinigdm®isamping itu, dalam
desain dan pelaksanaan kegiatan, program ini juga diharapkan dapat memainkan peranan sebagai
katalisator dengan menginisiasi berbagai kegiatan yang dapat berdampak langsung kepada

masyarakat, guna meletakkan fondasi bagi pertari dalam pelaksanaan pemulihan selanjutnya.
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Dari serangkaian kegiatan yang direncanakan, beberapa kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan
hasil yang baik. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemenafeebhambatan dan
permasalaharyang dapat ramperlambat proses pemulihan di kedua wilayah tersebut. Berikut ini
dipaparkan beberapa capaian, serta hambatan maupun pembelajaran yang diperoleh selama
pelaksanaan kegiatan UNJP Sinabung, UNJP Kelud dan Miadado dalam kurun waktu
pelaksanaan di tahu2016

3.4. Pelaksanaan Program Dukungan Pemulihan di Sinabung

Hingga saat ini Gunung Sinabung terus menunjukkan aktivitas vulkanik. Kondisi tersebut memaksa
warga sekitar Gunung Sinabung yang berada pada kawasan rawan bencana (KRB) 3 masih menetap di
titik-titik pengungsiandan mengungsi ke rumah sanak saudd@ardasarkan data BNPB per 8
November 2016, terdapat 9 posko penampungan dengan jumlah pengungsi mencapai 2.592 kk (9.319
jiwa). Pemerintah telah memberikdantuan kebutuhan dasgrengungsiseperti: bantuan pangan,

kesehatan, keperluan anak sekolah, listrik, sewa jambur dan operasional lainnya.

Berdasarkan kebijakan pemulihan yang tertuang dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

pasca bencana Sinabung, proses pemulihan akan dilakekalnir tahapan, yaitu:

1. Relokastrahap pertama
9 370 KK dari 3(tiga) desa dalam zona merah radius 3 Km dari kawah Gunung Sinabung
direlokasi (dibangunkan hunian tetap/huntap) di kawasan Area Penggunaan Lain (APL) Siosar
seluas 250 Ha (termanfaatkan 30 Hakih tersisa 220 Ha .
1 Huntap sudah dilengkapi dengan prasarana lingkungan permukiman, fasilitas umum dan
fasilitas sosial.
9 Diberikan bantuan Lahan Usaha Tani (LUT) seluas 0,5 Ha/KK melalui ijin pinjam pakai kawasan
hutan produksi dari Kementerian LHK agld16 Ha, (termanfaatkan 316 Ha) masih tersisa
100 Ha.
1 Sedang diusulkan kepada Kemenkeu untuk pemenuhan kebuiublgrood(bantuan sektor
sosial dan ekonomi produktif) melalui dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR).TA 2016
2. Tahap kedua, relokasi ddan pembangunan rumah bag683 KK dari 4 desa, Berastepu, Guru

Kinayan, Gamber dan Kuta tonggal.

3. Tahap ketiga, pelaksanaan pemulihan bagi-desa yang terdampak dan yang tidak direlokasi,

total 25 desa
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4. Tahap keempat, pelaksasn pemulihan bagi 648 KK dari 4 ddssafya, Kuta Tengah, Pintu Besi
dan Tiga Pancyryang berpotensi untuk direlokasi. Akan tetapiuk pelaksanaan fase terakhir
ini masih diperlukan waktu yang panjang dan pertimbangan lebih lanjut serta rekonaardasi
PVMBG untuk menyertakan 3 desa tambahan untuk rejokaiti Mardinding, Sukanalu dan
Sigaranggarang. Dalam konsultasi publik terkait rencana relokasi untuk desa yang berpotensi,
BNPB telah menyampaikan bahwa proses relokasi akan membutuhkar3waktwn. Sehingga,
BNPB telah meminta untuk membangun perumahan sementara yang dituangkan dalam
Keputusan Presiden Nomor Zhhun2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban

Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, ProviesaSitara.

UNJP Sinabung telah berkontribusi dengan memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten
Karo dalam pemulihan Sinabung dengan fokus dukungan penguatan kapasitas pemerintah daerah
Kabupaten Karo (Output 1 dan 2), pemulihan dan peningkatan ekenasyarakat yang terkena
dampak (Output 3) dan pelaksanaan pemulihan dengan pendekatan penguranga risiko bencana
(Output 4).

United Nations Development Programfd&lDP)
UNDP telah melaksanakan serangkaian kegiatan lokakarya guna fdsititggenguatan

kapasitas BPBD Kabupaten Karo dan BPBD Provinsi Sumatedaldtapgerencanaanpelaksanaan

dan monitoring rehabilitasi dan rekosntruksRencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencan8&inabungMelalui dukungan fasilitasi terhadaprdm koordinasi di Kabupaten Karo
untuk melaksanakan pemantauan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR). Pengembangan
Sistem Informasi Desa dan Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten secara titptioig.
direncanakan akan dikembangkan di 27 Desdampak erupsi Gn. Sinabung, namun hingga akhir
tahun 2016 hanya 7 desa yang yang menjiliit project pengembangan Sl5elain karena
keterbatasan dana, hal ini untuk meresgabutuhanPemda Kabupaten Kaigang memintaagar
dukungan difokuskan kepadbesadesa yang akan direlokasi pada tahap | dan tahap Il dan desa
terdampak banijir lahar dingirDi tingkat provinsi, kerjasama UNJP SinabungBRBDProvinsi
Sumatera Utara bertujuan untuk mesjudkan tiga fungsi utama, yaitpenelitian danreview
koordnasi dan monitoring dukungan penyusunan rencana strategi kesiapsiagaan menghadapi
bencana, road map pelaksanaan strategi kesiapsiagaan bencana; pemetaan dan koordinasi
stakeholdersyang terkait dengan pemulihan padmencana, telah didisusun dan dijadkaad di
tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi yang akan dilaksanakan dengan rhettduiof

Agreement(LoA). Dimana kerangka LoA kerangka telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh
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UNJP Sinabung denan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (BRBBI Bumatera Utara) dan

Pemerintah Kabupaten Karo (BPBD Kabupaten Karo).

Food and Agriculture Organizati#tAO)

Pelaksanaan kegiatan dukungan pemulihan yang dilaksanakan oleh FAO mengalami
keterlambatan akibat aktivitas vulkanik Gunung Sinabung yang seagij menyemburkan awan
panas Proses relokasi yartgdak kunjung selesanenjadi kendala dalam penentuan intensi,
kesiapan masyarakat dan ketersediaan lahan pertanian menghambat kegiatan tidak bisa segera
dilaksanakanSesuai hastelah melakukarvalue chain analisy@/CA)yang dilakukar-AO, bahwa
komoditas yang akadiintervensiadalah komoditas kopi dan dukungageternakan Ayamatnpong
Siosar. Sejauh ini masih pada tahapan pengumpulan data, koordinasi dengan pemerintah setempat
dan diharapkan akan dapat diselesaikan pada akhir Desember 2015. Hasil VCA ini akan disosialisasikan
dengan pemerintah provinsi dan kabupaten Karo, dunia usaha, dan organispsnmanintah.

FAO telah melakukan Analisis Rantai Nilai komoditas pertaaitaiNovember 2015 untuk
mengidentifikasi potensi komoditi yang dikembangkan di dagaehah yang terkemdampak dekat
Sinabung dan di daerah relokasi Siofam lonsultantelah melakukarpengumpulan data lapangan
yangdiperlukanmelaluikoordinasi dengamitra-mitra terkait yang relevarasil VCA, pertanian kopi
lebih tahan terhadamaterial erupsi. Berdgarkan hasil VCA ifAQCakan mengntervensikomoditas
kopi untukmeningkatkan produktivitas kopi sebagai bagian dari pendekatan omningkatkan
pendapatan petani sekaligus meningkatkan ekanoms produk kopipenanganan yang tepat dari
pengolaharkopi akarprovideaddednilai produk sehingga akan menghasilkan pendapatan meningkat
dari masyarakat yang terkena dampa#asil VCA awaltelah disampaikarkepada pemangku
kepentingan terkait dari pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten, sektor sseastarganisasi
non-pemerintah (NGO) pada bulan Januari 2016. Persiapan kegiatan 'konsep pertanian terpadu
denganmenggabungkapraktek tata cargertanian dan peternakayang baiksejalan dengan VCA
hasil telah dilakukan melaluidiskusi dengan kelompok tani dan mitra pemerintah terkait.
Pengembangandemplot berdasarkan komoditas VCA telafilakukan. Untuk komoditas
pengembangan kopi, dilakukan di Desa Simherngan mengidentifikasi lokagang bepotensi
untuk demo plotyangakanmenerapkan sistem pertanian disesuaikan dengan komoditas pertanian
yang tahan terhadamaterial erupsi gunung berapPelatihan ayam lokabrganiktelah dilakukan
pada 2829 Maret 2016, diikuti oleh 40 orang (14 wanita dan 26 wanita). Pelatihan ini idan d
oleh demplot pengembangan ayam lokal organik mengacu pada standar FAO di daerah direlokasi
Siosar.

PelatihanGood Agricultur@racticegGAPHanGood Handlingracticeg GHPkopi sudah siap.
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Bentuk dukungan lainnya adalah pengenalan konsep pentashan peternakan terpadu
sesuai dengan hasil VCA; pembentukan demplot untuk komoditas berdasarkan hasil VCA,
pembentukan forum koordinasi bidang pemulihan ekonomi dan pelatihan penguatan kapasitas dalam
pemulihan ekonomi dan pemaduan kegiakagiatan eknomi dengan aspek pengurangan risiko

bencana.

International Labour Organizati¢i.O)

Sejauh ini dukungan yang diberikan oleh ILO adalah penguatan kapasitas dan keterampilan
dalam kewirausahaan dan pelatihan manajemen keuangan wirausaha. Pelatihan tersebut bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas keluarga dan usaha mikro dalam pengelolaamgdceudan
merencanakan usah#.O telah melakukaviocational Training Needs Assessn{®iitNA) db (ima)
desa yang dipilih dalam relokasi dan daerah yang terkena, yaitu Siosar (Bekerah, Simacem, dan
Sukameriah), Payung, Ujung Payung, Cimbang dan GumgBeimtasarkan VTNA, tiga jenis kejuruan
pelatihan / keterampilan yaitperbaikansepeda motor perbaikamengolahammakanan (makanan
ringan) danpelatihan keterampilan menjahitDisamping itu ILO juga telah melakul@emetaan
terkait penyedia layanan pdlhan lokal dan telah memilih tiga penyedia pelatihan di Sumatera Utara,
yaitu (1) BBPLK untyielatihan perbengkelasepeda motor, BBPLK adalah pusat pelatihan nasional
untuk industri yang dimiliki oleh Departemen Tenaga Kerja, terletak di Medan; (2EDNIM
(Universitas Negeri Medamintuk pelatihan pengolahan makanan yang berbasis di Medan; dan (3)
KWK untuk pelatihan menjahit, itu adalah penyedia pelatihan swasta yang berbasis di Kabanjahe
Kabupaten Karo. Pelatihan ini telah dilakukan pada periodéulie2015 dan dihadiri oleh total 50
peserta yangerpilih.

Output 1: Meningkatnya kapasitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan

pemulihan awal dan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana.
1. Capaian

E Telah dilaksanakaremngkaianworkshop pertemuan dan diskusi untuk membangun koordinasi
antar berbagai pihak, termasuk pemetaan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemulihan
di sekitar Gunung Sinabung dan Siosar. UNJPsiEkegaimelaksanakapada Juni 2016, adapun
capaian kegiatannya.l: pertemuan koordinasi bulanatalam rangkeonsolidasi plaksanaan
RENAKSIdukungan pelaksanaan koordinasi pemulihan didelegasikan kepada FB&Bilsi
Sumatera Utara dan BDPD Kabupaten Kalalui mekanisme LdAalah berakhir padduni 2016
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F Membentuk forummulti-stakeholdemelalui fasilitasi Sekretariat Bersama (Sekber) di BPBD Karo.
Forum koordinasi ini belum berjalan dengan intensif dan efektif sebagaimana yang diharapkan

karena pelaksanaan kegiatan pemulihan yang tertuanghcdRENAKSI belum berjalan.

F BPBD Karo telah mampu memfasilitasi BNPB darBNPR dan K/L Kabupaten secara umum

dalam berkoordinasi untuk pemulihan bencana

F BPBD Pransi Sunatera Utararutin melakukan kunjungan dan mendirikan sekretariat di

Kabupaten Karo

F BPBDProvinsi Sumatera Utanaitin melakukan pendampingan dan berpartisipasi aktif dalam

pertemuanpertemuan koordinasi dan kegiatakegiatan BPBD Karo.

F BPBDProvinsi Sumatera Utatzerperan dalam mendampingi kajikajian Pengurangan Resiko

Bencana yangkan dilaksanakan BPBD Karo

2. Komponen Keberlanjutan
E Menggalakkaprogramprogram diklat BNPB kepada mitra BPBD regional.

E Perlunyanenggalakkan salurasaluran komunikasi kepada SKPD dan legislasi dalam merumuskan
proporsi peran dari tiap SKPD dalam pdmanl Bencana. Selayaknya pepaman ini

dioperasionalkan dalam APBD (contoh: alokasi dana pemulihan bencana yang ada di tubuh SKPD)

E Menggiatkananalisisanalisis dan kajian dari Birod# dzY RI 1Y Y Sy St dza dzNA

(regulasi) kebencanaan dalam prokesrdinasi antar Pemerintah

Gambar 31: WorkshopUNDP dan BPBD Karo dalam Pelaksanaan RendieiLRiRtan media

Bersamaun dengan ity Pemko Medun juge  Hari Raya Idul Rl 1436 K. Dburaglanmya d Tk b Eld berhatr h (tr)

Sekber Sinabung Desak Pemerintah Percepat
Nyatakan Sikap Pembangunan Rumah Relokasi

MEDAN, JAM 14,00 WIS beangaang,
Seotuia B (Sebe) Sy, i sebib s dpot u-tqm.un

etk mendesak pemerintah mendorcng pem- s masparakat mamw.
bangunan rumah relokasi dan fasilias  Siubung.
. mus«mms@»
O antaranya penddian dan kesehatan g in dhadi Jhonson Targan (Sekretar
etk korban erpsi Sebng, & Sosar ugw B98O Tanab Karo), per n.m [
sagera dselesadan, Yupasan Pusaka Indonesia, Center For Disaster "
“Pernyataan skap i sebaga bugian dii  Risk Maragement and Communty Develog-
tujuan Sekber Sinabung uotuk percepatan  mant Studes (CORMACDS) Universtas HIED
ponangunn enups Sraburg. Hal i dakukan  Nommensen, LEARN Foundaion, Yarasan
bk untk eeglotis kebakan Pemecintah  Clpta Fondasi Komuskas (CFK), Yayasan
Tarah Karo dalam hal i 8980 Karo, organ Murani Lbr Masyarkat (NUM), st Koo
st masyarokat sipl dan masyarakat ter-  dan Perlendingan Aruk (POA), Yayasan Fon-
dampak it sende e pavangunan keben-  dasi Hiup Indonesia (), Yayasan KXSP,
canaan,” wcap Sofyan Adly, selabu Ketua O uhahluisr\-hmdmmfmfw\ﬁr L
ganisasi Alansi Pemuda Peduli Bencana
(Apepebe), yang diberi mandat sebugal m-wsdmmum Sekaetars
Noordinator Sehretarat Sersama Srabung,  EPE0 Tarh Karo pca pembacaun Peyan  epentngan warga tespapar erups qunung nwlddw-lwmqm\q&n&dq
hepac Meroddlam, Selasa (14]7)Sung, Shkap i adlah bantuk sebugal s sinuburg. Mol i ita daput mesgaln erja barsama
Mkuw bk prsoutan & S Pemerietah Karo dan Orgarisasl Masyarskat  “Bevberimabash s masudan, kehungatan ﬂamﬂw * wcap nson Taigun,
a bencana ini masih terus Sl yang ingin berbuat yang tecbaik bugi  dan kenginan bersama dalum penaeganun  Sekaetars 8980 Karo, (dp)
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WorkshopUNDP dan BPBD Karo dalam Pelaksa deklarasistakeholderdi Kantor Sekretariat Bersan
Renaksi RR di BPBD Karo.

3. Tantangan

E Erupsi GunungSinabungmerupakanpermanent hazardyang masih terus berlangsurdan
kemungkinan akan terjadi di masa mendatang. Hahimgat menyita sumber dagan kapasitas
pemerintah daerah terutama untuk kegiatan tanggap darurat dan menghambat proses
pemulihan. Letusan yang masih terus terjadi menempatkan pendanaan pemulihan Sinabung
menjad dilema antara pendanaan padasgé Tanggap Darurat dan fase péhan. PadaFase
Tanggap Darurat memungkinkan untuk menggunakan dar@aDiyang dapat diakses dengan
segera untuk memberikan bantuan langsung kepada korban, sementara fase pemulihan
(recovery) tidak memiliki ketentuan hukum yang memungkinkan dapat segeraumakagg
anggaran yang ada masim@gsingkementeriatlembaga untuk mendukung pemulihan karena
dengan persepsi pemulihdmaru dapat dilakukan setelatanggap daruratkejadian bencana
diselesaikan atau kondisi normal artinyeengikuti semua mekanisme perencara maupun
penganggaran normal. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah berusaha menyusun peraturan yang
memungkinkan kegiatan pemulihan awal didanai menggunakan da@allORlal ini diharapkan
dapat diupayakan sebagai skenario ideal untuk situgmrding&an Sinabungaat inimaupun

kondisi kejadian serupa dimasa mendatang

F Adanya suatu kesadaran bahwa bencana adalah milik BPBD dan BNPB, diantara K/L pada tingkat
Kabupaten dan Provinsi. (ARBR0142015, APBD 2012016)

E Terbatasnya Kapasitas dan sumbeyad@emda Karo dalam Berkoordinasi dan manajemen

bencana (pemulihan dan PRB) dengan sektor lain.

E Kurangnya diseminasi pada faktor hukum, perundangan dan regulasi kebencanaan (UU, PP,
Kepres, Perkaban dan Kepkaban) yang menyebabkan terbatasnya pengetatiupalaku

pelaku pemulihan pada tingkat Kabupaten dalam memahami regedatasi kebencanaan itu.

Output 2: Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi.

1. Capaian
9 Terlaksananya lokakear yang melibatkan SKPD terkait update dan penyesuaian data untuk

desa yang berpotensi direlokasi (Tahap 11l dari RENAKSI);
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1 Membangun konsensus dengan para pembuat kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten
untuk pelaksanaan RENAKSI;

1 Mengidentifikasi keenjangan dan kesempatan untuk mendukung partisipasi masyarakat
dalam / monitoring sosial masyarakat pada saat pemulihan awal dan program pemulihan

1 Telah terselenggara enam rapat koordinasi bulanan yang membahas tentang penanganan
erupsi gunung Sinabungelokasi mandiri serta sosialisasi Juknis Relokasi mandiri melibatkan
SKPD, masyarakat dan FTENIPB

1 Memfasilitasi rapat koordinasi antara Dansatgas Percepatan (Kepres 21/2015) dengan
anggotag anggotanya

1 Memfasilitasi TPIBNPB dan BPBD Karo dalam mabili®lokasi 3 desa di Siosar dan mediasi
keengganan desa Simacem untuk menghuni Siosar

1 Telah terselenggara Lokakarya Pelayanan publik untuk 33 desa terdampak

9 Bersinerji dengan BPBD dan TPRNPB memobilisasi masyarakat supaya mau pindah Ke
Siosar

1 Melaksaakan CBM Training dan Spatial Risk Mapping yang melibatkan masyarakat dari tiga
Desa relokasi

1 Pelaksanaan Lokakarya Pengenalan SID untuk 27 desa terdampak

1 Lokakary#elatihan SID untuk 7 Desa dan Implementasi Pembuatan SID di 7 Desa terpapar

1 Serangkaiaworkshop diseminasi & konsolidasi PelaksafENAKSI telah dilakukan dengan
melibatkan SKPD pemerintah daerabndpelaku pemulihan lokal (INGNBO) untuk
menyebarluaskan kebijakan Pemerintah Nasional terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruks pasca bencana Letusan Gunung Sinabung. Mengarghan BNPB untuk
mendukung pemulihan dilokasi huntajp Siosar,maka agenda utama forum koordinasi
ditekankan padaupaya mencari alternatifpemulihan ekonomi yang segera dapat
memberikan dampak kepada myasakat yang direlokasi ddioasar. Untuk tujuan ini,
komitmen telah dibuat dengan beberapa LSM untuk mendukung kebutuhan pemulihan mata

pencaharian di semua daerah yang terkena dampak serta relokasi berada di Siosar.

2. Komponen Keberlanjutan

Selain kegiata rehabilitasi dan rekonstruksi, forum koordinasi telah dibentuk untuk memfasilitasi
koordinasi antar pelaku pemulihan, termasuk berbagai tingkat lembaga pemerintah serta organisasi
masyarakat sipil, LSM dan kelompok pemuda. Forum koordinasi ini dipiipikapasitas lokal

sebagai strategi untuk mengembangkan kapasitas dan membangun jaringan dengan pelaku yang

Laporan Akhir Koordinasi Strategis Hibah Luar Negeri Untuk Penanggulangan Bencana Dalam The Indonesia
Disaster Fund (IDF) Tahun 2016



berbeda. Dengan adanya peluang kemitraan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan dan
mempromosikan kapasitas sumber daya lokal dalam melakpdwaulinan di Sinabung. Sekber
(Sekretariat Bersama Sinabung) sekarang beroperasi sebagai titik pertemuan Koordinasi dan berbagi
informasi dari berbagai pelaksana program pemulihan yang terkait di Sinakanghonen

keberlanjutarantara lain

1 Menyempurnakamegulasiregulasi penanganan bencana.

1 Ketika penyempurnaan regukaspulasi penanganan bencana belum bisa dilaksanakan, maka
terobosanterobosan dalam sisi regulasi (seperti Kepres 21/2015; Keputusan Kepala BNPB
160B dan 171 mengenai renaksi; dan labmagainya) perlu digiatkan tanpa melupakan aspek
diseminasi (sosialisasi).

1 Pemkab Karo mengintegrasi pendanaan kebutuhan redlamn, mitigasi dan kesiapsiagaan
kedalam perencanaan dan penganggaran daerah.

1 Memberikan diklat kepada BPBPBD regional (dikIBNPB)

1 RENAKSI menjatioping lisuntuk Program RR

Gambar 32: KoordinasdenganBPBD Provinsi Sunu#nBPBD KalpatenKaro

Koordinasi BPBD Provinsi Sumut, BPBD Kab. Karo terkait pelaksa
Renaksi RR
3. Tantangan

1 Pelaksanaan Program pemulihan komprehensif masih tertahan terutama rekonstruksi

perumahan permanen serta diseminasi RENAKSI (No. 160B dan Perubahan kesatu No. 171).
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1 BPBD Karo sebagai lembaga yang baru terbentuk (April 2014) dengan keterbatasan kapasitas
dan SDMyang dimiliki pelaksanaan penanganan darurat dan rehabilitasi damseiksi
yang dilakukan di waktu bersamaan, menjadi beban kerja dan menyebabkan kesulitan.

1 Potensi tumpang tindih dan peran antara BPBD, TPN, Tentara Nasional, dan Satuan Tugas
Nasional untuk Relokasi Siosar (SATGAS Percepatan). Penguatan Kemitraan dan
pengembangan kapasitas lokal. Membangun hubungan, mempromosikan keterlibatan, dan
memfasilitasi forum koordinadionsultasi untuk memetakan dan menegaskan kembali
pemangku kepentigan regional dan atau pelaku utama bersama dengan fungsi
kelembagaan dan peran untuk memastikan sumber daya yang efektif dan manajemen proyek.
Salah satu yang sangat mendesak adalah dukungan kepada pemerintah daerah dalam
penyusunan SOP, penguatan keld@jak potensi hambatan yang mungkin ditemui terkait
tanggung jawab pemda di lokasi relokasi Stisar sebagai sutrdinat dari SATGAS
Percepatan.

i Saat ini kapasitas dan sumber daya difokuskan pada kegiatan menyelesaikan relokasi siosar
dan memulai relokasi amdiri. Fokus pada kegiatan keiapsiagaan dan tanggap darurat perlu
ditingkatkan untuk menghadapi bencana sekunder lahar hujan yang akan mencapai titik curah
hujan paling tinggi di bulan Septemid¢ovember 2016).

1 Adanya celah regulasi dan batasmtasan oganisasi yang menyebabkan keraguan
pemangkupemangku kepentingan dan akiaktor pemulihan bencana dalam melaksanakan

inisiatifinisiatif pemulihan bencana.

OUTPUT &Pemulihan Mata Pencaharian dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

1. Capaian

1 FAO telah mulamelaksanakan Value Chain Analysis (VCA) untuk komoditas dan aktivitas mata
pencaharian yang terkena dampak letusan Gunung Sinaangkomoditi yang akan
ditingkatkan nilai tambahnya adalah kopi dan jerilegiatan ini dimulai pada mingguXe
bulan Noverber 2015 dan diproyeksikan akan selesai pada ming@uDxesember 2015
untuk hasil dan temuan presentasi melibatkan mitra lokal untuk menyebarkan dan
memperoleh masukan yang diperlukan. Berdasarkan hasil VCA telah dihasilkan 3 (tiga)
komoditas yang akankgimbangkan yang tahan terhadap abu vulkayaku kopi, jeruk dan
pisang di tiga lokasi prioritas (Cimbang, Ujung Payung, dan Siosar).

1 Pembentukan demplot untuk peternakan ayam organik telah dilakukan di daerah direlokasi
dari Siosar selama Méa&uni 2016 Kegiatan dimulai dengan pelatihan manajemen kandang

ayam, pakan ternak dan kesehatan hewan, pembentukan harian demoplot dan bantuan
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teknis produksi untuk memanen. Intervensi yang disediakan sedikitnya 200 ayam, bahan
kandang dan dukungan pakan.

1 FAO telalmembentuk demplot pertanian hortikultura organik di Siosar selama Juni 2016
yang diikuti sebanyak 20 petani dan telah dilatih dan belajar mengenai pertanian hortikultura
organik di daerah demoplot. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan petani legaima
mengurangi penggunaan bahan kimia selama tahap produksi

91 Di daerah dampak nemlokasi, FAO telah melakukan pelatitamod Agriculture Practices
(GAP),Good Handling Practicd§HP) danGood Manufacturing Practic&6MP) untuk
komoditas kopi. Berdasark&masil VCA, komoditas ini selamat dari bahan vulkanik Sinabung
dan telah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di daerah yang terkena. Petani
diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam produksi kopi. Pelatihan ini dilakukan di
18 - 23 April 2016 gng melibatkan 20 peserta dari beberapa degaitu Kutarayat, Gung
Pinto, Cimbang dan Ujung Payung. Narasumber berasal dari Starbucks sebagai sektor swasta
dan terlibat stakeholder terkait beberapayaitu Petugas extention, lembaga pertanian,
bencana da lembaga mitigasi (BPBD).

9 Pelatihan pengolahan kopi untuk meningkatkan nilai produksi telah dilakukan. Selama bulan
Juni 2016, FAO dan ILO mengadakan kegiatan bersama pada peningkatan kapasitas petani di
beberapa pelatihan yaitu; pelatihan pemasaran dandmglikan keuangan untuk keluarga.
FAO telah memfasilitasi kelompok pengolahan kopi untuk mempromosikan produk mereka di
acara lokal yang disebut "Pesta Mejldejuah”

1 Kegiatan lain untuk masyarakat yang direlokasi di Siosar adalah demplot pertanian ayam
organik yang berfungsi sebagai sumber alternatif mata pencaharian sambil menunggu
ketersediaan lahan pertanian. Distribusi input komoditas yang dipilih akan disebut VCA hasil
dan Panduan untuk Penilaian Penerima Hasil Intervensi Pertanian Darurat oleisaSrga
Pangan dan Pertanian (FAO).

1 ILO telah melakukan serangkaian pelatihan untuk manajemen keuangan dan kewirausahaan.
Kegiatan ini dilakukan melaldiraining of Trainersdan Pelatihan Penerima Manfaat
Kewirausahaan Pengembangan Keterampilan menggumagdnl ILO tentangsET Ahead
dan Pendidikan Keuangan untuk Keluarga. Pelatihan untuk pelatih dihadiri oleh pejabat
pemerintah terkait, LSM dan lembaga keuangan, dan pelatihan dari penerima manfaat
dihadiri oleh keluarga dan UMK dari degsa yang terkendampak. Pelatihan bagi keluarga
dan UMK yang difasilitasi oleh pelatih lokal yang telah berpartisipasi dalam ToT dan strategi

ini akan memastikan kapasitas dan pengetahuan tetap di masyarakat setempat.
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1 Jumlah peserta mengikuti pelatihan dari pelatih tegt®endidikan Keuangan untuk Keluarga
yang 20 peserta terdiri dari 8 ldiki dan 12 perempuan, dan pelatihan pengembangan
keterampilan kewirausahaan yang dihadiri oleh 20 peserta terdiri dari ihkiakian 9
perempuan (16 dari 20 peserta telah mengiketua latihan).

1 ILO telah melatih 80 orang (47 perempuan) dari 200 yang ditargetkan (40%) pada
pengembangan keterampilan kewirausahaan menggunakan modul ILO t&&dnghead
dan 100 orang (77 perempuan) dari 100 yang ditargetkan (100%) pada penkidikagan

bagi keluarga dari 7 desa direlokasi.

Gambar 33: ToT Pengelolaan KeuangemToT Pengembangan Keterampilan Kewirausatiaan
ILO

2. Keberlanjutan Komponen

Keterlibatan dalam Sekretariat Bersama akamberikan pengembangan kapasitas untuk koordinasi

ini di daerah mata pencaharian yang berkelanjutan eliada

Linkingke potensi pasadan memberikan arahan dalam pengemasan (jenis kemasan, warna kemasan,
design logo dan harga yang sesuai permintpasar)daerah pasca bencana, pengembangan

organisasi, analisis sosial dan mobilisasi sumber daya.
3. Tantangan

Berhubung belum tersedianya lahan pertanian dan pembangunan fasilitas umum (sekolah, klinik
medis dan fasilitas umum lainnya) belum selesai mdbgtkan sebagian besar masyarakat yang
telah menerima rumah permanen di Siosar masih enggan untuk menempatinya, hal ini

mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan proyek.
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Karena sebagian besar masyarakat dari 7 desa direlokasi terutama 8ireésieasi yang telah
menerima rumah permanen tidak lagi tinggal di kamp atau rumah permanen di Siosar, ini telah
menyebabkan kesulitan dalam melakukan koordinasi, sosialisasi, penilaian dan bantuan yang

berkaitan dengan kegiatan proyek.

Aktivitas vulkanilgang terus menerus, status waspada, dan proses pemukiman kembali yang-berlarut
larut berdampak terhadap jangka waktu pelaksanaan, pemilihan daerah intervensi, kesiapan

penerima manfaat, dan ketersediaan lahan pertanian pertanian.

Gambar 34: Pelatihan Manajemen KeuandéeluargalanPelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan
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Output 4: Penerapan pengurangan risiko bencana dalam latagigitah pemulihan
2. Capaian

Penilaian awal dari Sistem Informasi Desa telah dilakukandiisa7yang terkena dampak; 5 desa

yang terkena dampak lahar dingin dingin (Mardinding, Perbaji, Sigaranggarang, Sukatendel dan
Kutambaru), 15 desa yang terkena dampak abu gunung berapi (Sukanalu, Temburun, Pintu Besi,
Slandi, Jeraya, Payung, Lau Kawar, Fagaur, Kuta Rakyat, Naman, Tiganderket, Tj Morawa, Kuta
Gugung, Kuta Tengah) dan 7 desa direlokasi (Sukameriah, Bekerah, Simacem, Berasitepu, Kutatonggal,

Gurukinayan).

VIS akan berfungsi sebagai data dan instrumen kesiapan informasi, tidak hanyaujusnok t
manajemen risiko bencana seperti untuk mendukung EWSaaimgency plarietapi juga bisa
melayani kebutuhan dalam pembangunan reguler. Misalnya untuk mendukung perencanaan
pembangunan desa dengan data potensi desa dan demografi. VIS sistem d&psi diari VIS di

Merapi dengan beberapa modifikasi untuk menyesuaikan dengan konteks lokal di Sinabung.

i Fasilitator SID Kabupaten dari 5 (lima) SKPD (BPBD, Dukcapil, Bagian Pemerintahan Desa &
Kelurahan, BPMPD, Kominfo) tedeli | (SIDKEoT SID)
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